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 This study aims to identify and analyze the Correspondence Administration 

Services at the General Affairs Office of the Bitung City Regional Secretariat. 

The research method used is qualitative research with data collection 

techniques through observation, interviews, and documentation. The data 

sources were Assistant III of the Administration Division and employees of 

the General Affairs Division of the Bitung City Regional Secretariat. The 

results of the study show that: 1) Procedures: it was found that the 

implementation of SOPs was not consistent among employees, so that 

procedures sometimes differed from official rules, and correspondence 

services were still carried out manually and were highly dependent on 

leaders, resulting in delays and inefficiency in the service process; 2) 

Coordination is sometimes inconsistent, with employees still relying on their 

superiors. The absence of superiors or limited communication results in 

obstacles in completing correspondence; 3) Timeliness, namely the absence 

of clear time standards, results in uncertainty for both employees and the 

community as service recipients. In addition, technical obstacles such as 

incorrect documents or inadequate facilities cause delays in service delivery; 

4) The professionalism of officers in terms of time discipline, clarity of task 

distribution, and utilization of technology is still weak, resulting in delays in 

fast, accurate, and accountable service delivery. Therefore, it is 

recommended to implement digitalization of procedures and electronic 

signatures. 

 

 

  
INTISARI  

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: 

Efektivitas, 

Pelayanan Administrasi, 

Surat-Menyurat 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis Pelayanan 

Administrasi Surat Menyurat di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara 

serta dokumentasi. Sumber data adalah Asisten III Bagian Administrasi dan 

Pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) Prosedur, ditemukan bahwa penerapan SOP belum 

konsisten antarpegawai sehingga prosedur kadang berbeda dari aturan resmi, 

serta pelayanan surat-menyurat masih dilakukan secara manual, hal ini 

mengakibatkan keterlambatan dan ketidakefisienan pada proses pelayanan; 

2) Koordinasi kadang tidak konsisten, antarpegawai masih bergantung pada 

pimpinan, ketidakhadiran pimpinan atau komunikasi yang terbatas 

mengakibatkan hambatan dalam penyelesaian surat; 3) Ketepatan waktu, 

yaitu belum ada standar waktu yang jelas mengakibatkan ketidakpastian baik 

bagi pegawai maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Selain itu, 

kendala teknis seperti dokumen yang salah atau sarana yang tidak memadai 

menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan; 4) Profesionalisme petugas 

mengenai kedisiplinan waktu, kejelasan pembagian tugas, serta pemanfaatan 
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teknologi masih lemah yang berakibat pada terhambatnya pelayanan yang 

cepat, tepat dan akuntabel. Maka disarankan untuk menerapkan digitalisasi 

prosedur, tanda tangan elektronik, SOP koordinasi yang jelas, serta pelatihan 

rutin guna meningkatkan profesionalisme petugas. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan yang 

diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut 

Sondang efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara 

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya [1]. Efektivitas dalam administrasi publik 

merujuk pada sejauh mana suatu organisasi publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Handoko menyatakan bahwa “Efektivitas adalah 

kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang sudah 

ditetapkan” dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kesesuaian tujuan dan hasil yang dicapai. 

Efektivitas menggarisbawahi bagaimana hasil yang ideal dapat dicapai sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, makna efektivitas secara keseluruhan menunjukkan seberapa jauh 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai [2]. Selain itu, efektivitas merupakan hubungan antara 

output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [3]. 

Manajemen pelayanan publik adalah proses ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan 

aktivitas maupun kegiatan pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan.[4]. Manajemen pelayanan publik identik 

dengan segala upaya dari penerapan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen pelayanan publik merupakan proses 

yang mana tujuan dilakukannya adalah guna meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh pemerintah kepada pelanggan pelayanan yakni masyarakat [5]. Menurut Winarsih & Ratmianto 

manajemen pelayanan publik merupakan suatu upaya mengelola berbagai aspek (manajemen) dalam proses 

mempersiapkan, menyediakan atau menyerahkan barang dan jasa kepada masyarakat, dan suatu proses 

perencanaan dan pengimplementasian serta mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-

aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik [6]. Manajemen pelayanan publik 

merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisisensi, efektivitas dan kualitas layanan  yang 

diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat. Konsep ini mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam mendapatkan pelayanan yang 

berkualitas [7]. Manajemen pelayanan publik yang baik akan mempengaruhi dan memberikan layanan 

berkualitas; di sisi lain, manajemen pelayanan publik yang buruk akan berdampak pada tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah [8]. 

Manajemen menempati posisi yang sangat penting bagi sebuah organisasi, dengan memiliki sistem 

manajemen yang baik berarti organisasi maupun kelompok menempatkan diri pada pengaturan yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara 

efektif dan efisien. Manajemen adalah pelaksanaan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain. Manajemen dapat 

digambarkan kedalam tiga aspek penting. Pertama, manajemen merupakan suatu kolektivitas orang-orang yang 

melakukan aktivitas. Kedua, manajemen merupakan suatu sistem kerja. Ketiga, manajemen merupakan suatu 

Gambaran kepemimpinan. Henry Fayol merumuskan manajemen sebagai suatu fungsi manajemen yang dikenal 

dengan Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, and Controlling (POCCC) [9]. Gibson, Donelly dan 

Ivancevich mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk 

mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dicapai apabila satu individu 

bergerak sendirian [10]. 

Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun instansi sebagai 

upaya pemenuhan masyarakat. Pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap organisasi atau instansi. Menurut Mahmudi dalam 

Hardiyansyah pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori 

utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar meliputi kesehatan, 
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pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan pelayanan umum meliputi pelayanan 

administratif, pelayanan barang dan jasa. Pelayanan publik memegang peranan yang sangat penting dalam 

menciptakan keberhasilan berbagai usaha dan kegiatan terutama yang bersifat jasa, yang tidak terkecuali layanan 

yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah [11]. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk mencapai 

kepuasan masyarakat. Kelpuasan ini telrwujud apabila pellayanan publik yang dibelrikan tellah melmelnuhi standar 

pellayanan atau lelbih baik dari standar pellayanan yang tellah diteltapkan [12]. 

Pellayanan publik melrupakan hak dasar seltiap warga nelgara dan melnjadi indikator pelnting kelbelrhasilan 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan selbagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telntang 

Pellayanan Publik.  Undang-Undang ini melnelkankan pelntingnya pelnyel
ilelnggaraan pellayanan publik yang elfelktif, 

elfisieln, transparan, akuntabell, dan relsponsif telrhadap kelbutuhan masyarakat. Kualitas pellayanan publik yang baik 

tidak hanya melningkatkan kelpuasan masyarakat, teltapi juga melndorong pelrtuimbuihan elkonomi dan 

pelmbangunan belrkellanjutan.  

Pelmelrintah daelrah, mellalui Selkreltariat Daelrah, melmiliki pelran utama dalam melmbelrikan pellayanan 

publik yang elfelktif dan elfisiel
in. Bagian Umum Selkreltariat Daelrah Kota Bitung, selbagai salah satu unit kelrja 

pelnting belrtanggung jawab atas belrbagai layanan administratif dan opelrasional yang melnduikung kinelrja 

pelmel
irintahan dan melmbel

irikan pellayanan langsuing maupuin tidak langsung kelpada masyarakat. Olelh karelna itu, 

elfelktivitas manajelmeln pellayanan publik di Bagian Umum sangat krusial dalam melnunjang kelbelrhasilan 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan di Kota Bitung. 

Belrbagai upaya tellah dilakukan, telrmasuk pelnyeldelrhanaan prosel
iduir (Pelraturan Melntelri Pelndayagunaan 

Aparatur Nelgara dan Relformasi Birokrasi Nomor Pel
irmelnpan RB telntang Pelnyeldelrhanaan Proseldur, misalnya 

Pelrmelnpan RB No. 108 Tahun 2016 telntang Peldoman Umum Pelnyusunan Standar Opelrasional Proseldur), 

pelningkatan kapasitas sumbelr daya manusia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telntang Aparatur Sipil 

Nelgara), dan pelmanfaatan tel
iknologi informasi, Pel

iratuiran Prel
isidel

in, tel
intang SPBEL

i misalnya Pelrprel
is No. 95 

Tahun 2018 telntang Sistelm Pelmel
irintahan Belrbasis ELlelktronik.  

Namun, elfelktivitas manajelmeln pellayanan puiblik di bagian ini masih melnghadapi seljumlah pelrmasalahan, 

khuisuisnya dalam hal pel
ingel

ilolaan suirat melnyuirat. Salah satui kelluhan umum dari instansi tel
irkait mauipuin 

intel
irnal pelrangkat daelrah adalah waktui tunggui yang lama. Pelnguirusan surat selpel

irti suirat keltel
irangan ataui izin 

sel
iringkali melmel

irlukan waktui bel
irhari-hari karelna proseldur yang rumit, keltel

irbatasan juimlah pel
ituigas, dan 

lelmahnya koordinasi antar bagian. Sel
iring kali telrjadi keltidaksel

isuiaian format pelnulisan surat kelluar antar bagian 

yang mel
imbuiat citra pellayanan melnjadi tidak profel

isional. Salah satui kasus yang ditelmuikan adalah keltika surat 

undangan rapat yang dituijukan kelpada camat dikelmbalikan olelh bagian tata uisaha karelna tidak melncantuimkan 

tanggal kelgiatan selcara jellas. Keljadian selpel
irti ini belrulang karelna belluim adanya SOP (Standard Opel

irating 

Proceldurel
i) yang baku dan dipahami selcara melrata olel

ih selluiruh staf. Dalam belbelrapa kasus lain, koordinasi antar 

bagian juiga bel
iluim bel

irjalan optimal. Misalnya, kel
itika Bagian Uimuim pel

irlui mel
indistribuisikan uindangan 

mel
indel

isak dari pimpinan kel
ipada bel

ibel
irapa kel

ipala pel
irangkat dael

irah, sel
iring kali tidak ada pel

ituigas yang siap 

untuk mellakukan pelngantaran, selhingga surat baru dikirim lelwat elmail biasa tanpa pelngel
isahan relsmi. Ini 

melngakibatkan dokumeln telrsel
ibut dianggap tidak sah karelna tidak mellalui proseldur administrasi yang selmel

istinya. 

Sellain itu, proseldur pellayanan yang tidak jellas dan tidak telrdokumelntasi delngan baik melmbuat masyarakat 

maupun pelgawai dari instansi lain kelsulitan melmahami alur yang harus diikuti. Hal ini melnyelbabkan selring 

telrjadinya kelsalahan pelngajuan ataui pelngulangan prosels, yang belrdampak pada elfelktivitas pellayanan. 

Masalah lainnya adalah tel
irkait sikap dan pellayanan peltuigas. Ditelmukan bahwa selbagian peltugas belrsikap 

kurang ramah dan kurang informatif, selhingga instansi telrkait melrasa tidak dihargai dan melnjadi elnggan untuk 

belrtanya lelbih lanjut. Pellayanan yang tidak humanis ini belrdampak pada citra instansi dan tingkat kelpuiasan 

publik. Di samping itui, aksels informasi melngelnai pellayanan selpel
irti syarat dokuimel

in, waktui layanan, dan alur 

prosels masih bellum telrseldia selcara mudah, baik mellalui meldia cel
itak di kantor mauipuin selcara onlinel

i. Instansi 

tel
irkait sel

iring datang tanpa melmbawa kellelngkapan karelna tidak tahu apa yang haruis dipelrsiapkan. Pelrmasalahan 

lainnya adalah minimnya pelmanfaatan tel
iknologi informasi. Misalnya, belluim ada sistelm antrelan onlinel ataui 

pellacakan statuis surat, selhingga prosel
is pelnguiruisan suirat harus dilakuikan sel

icara manuial dan relntan kelsalahan 

atau kelhilangan dokumel
in. Padahal, pelmanfaatan telknologi dapat melmpelrcelpat dan melngel

ifisielnkan pellayanan 

surat melnyurat selcara signifikan. 

Pelrmasalahan-pelrmasalahan tel
irsel

ibut melnuinjukkan bahwa manajelmeln pellayanan publik, khuisuisnya 
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dalam aspelk surat melnyuirat, masih belluim belrjalan selcara elfel
iktif dan pel

irlu  pelmbelnahan melnyel
iluiruh baik dari 

sisi sistelm, suimbelr daya manuisia, maupun pelmanfaatan tel
iknologi informasi, maka pelnuilis tel

irtarik untuk 

mellakukan pelnellitian delngan juidul “ELfelktivitas Manajelmeln Pellayanan Publik Di Bagian Uimuim Selkrel
itariat 

Daelrah Kota Bitung” 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel pelnellitian kualitatif delngan jelnis pelnellitian delskriptif [13]. Pelnellitian 

kualitatif melnurut Bogdan dan Taylor yaitu pelnellitian yang melnghasilkan data delskriptif belrupa kata-kata telrtulis 

atau lisan dari orang-orang dan pelrilaku tindakan yang dapat diamati. Telknik pelngumpulan data yang dilakukan 

yaitu obselrvasi, wawancara dan dokumelntasi. Informan dalam pelnellitian ini antara lain Asisteln III Bagian 

Administrasi dan Pelgawai di Bagian Umum Selkreltariat Daelrah Kota Bitung. Telknik analisis data yang digunakan 

yaitu relduksi data, pelnyajian data dan pelnarikan kelsimpulan [14]. Fokus dalam pelnellitian ini belrdasarkan elmpat 

indikator atau subfokus, yaitu: 1) Proseldur, 2) Koordinasi, 3) Keltelpatan Waktu, 4) Profelsionalismel Peltugas. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prosel
is pel

ilayanan administrasi suirat mel
inyuirat mel

iruipakan sel
irangkaian kel

igiatan yang bel
irkaitan del

ingan 

pel
ingel

ilolaan suirat masuik dan suirat kel
iluiar di suiatui instansi, tel

irmasuik pel
incatatan, pel

inyuisuinan, pel
ingel

icel
ikan, 

pel
inggandaan, distribuisi, hingga pel

inyimpanan dokuimel
in sel

icara sistel
imatis. Tuijuian uitama dari pel

ilayanan ini 

adalah uintuik mel
imastikan kel

ilancaran komuinikasi rel
ismi antarbagian, kel

itel
irtiban administrasi, dan tel

irsel
idianya 

dokuimel
in sel

ibagai buikti tel
irtuilis dalam pel

ingambilan kel
ipuituisan. Pel

ilayanan ini haruis dilaksanakan sel
icara cel

ipat, 

tel
ipat, el

ifisiel
in, sel

irta sel
isuiai del

ingan standar opel
irasional prosel

iduir yang bel
irlaku. 

EL
ifel

iktivitas manajel
imel

in pel
ilayanan puiblik mel

iruipakan uikuiran kel
ibel

irhasilan suiatui instansi dalam 

mel
inyel

ilel
inggarakan pel

ilayanan kel
ipada masyarakat ataui pihak intel

irnal pel
imel

irintahan sel
icara optimal, sel

isuiai 

del
ingan standar, kel

ibuituihan, sel
irta harapan pel

ingguina layanan. Mel
inuiruit Uindang-Uindang Nomor 25 Tahuin 2009 

tel
intang Pel

ilayanan Puiblik, sel
itiap uinit pel

inyel
ilel

inggara pel
ilayanan puiblik wajib mel

inyel
idiakan pel

ilayanan yang 

bel
irkuialitas, cel

ipat, muidah diaksel
is, dan transparan. Hal ini dipel

irkuiat olel
ih Pel

iratuiran Prel
isidel

in Nomor 95 Tahuin 

2018 tel
intang Sistel

im Pel
imel

irintahan Bel
irbasis EL

ilel
iktronik (SPBEL

i) yang mel
indorong pel

ingguinaan tel
iknologi digital 

dalam pel
inyel

ilel
inggaraan pel

imel
irintahan uintuik mel

inciptakan pel
ilayanan yang el

ifisiel
in dan tel

irintel
igrasi. 

Bel
irdasarkan hasil pel

inel
ilitian mel

ingel
inai EL

ifel
iktivitas Manajel

imel
in Pel

ilayanan Puiblik di Bagian Uimuim 

Sel
ikrel

itariat Dael
irah Kota  Bituing, maka yang mel

injadi indikator pel
inel

ilitian ini yaitui prosel
is pel

ilayanan administrasi 

suirat mel
inyuirat del

ingan suib indikator: 

 

1. Proseldur 

Ridwan dan Sudrajat melngelmukakan bahwa elfelktivitas pellayanan publik dapat diukur mellalui lima 

indikator utama: proseldur pellayanan, waktu pelnyellelsaian, sarana dan prasarana, selrta kompeltelnsi pelgawai [15]. 

Lelbih lanjut Kurniawan (2020) melnyatakan bahwa sistelm belrbasis welb melmungkinkan pelngguna melngaksels 

data dari belrbagai lokasi dan pelrangkat asalkan telrhubung kel jaringan intelrnelt. Pelnelrapan sistelm informasi 

belrbasis welb dalam administrasi surat-melnyurat dapat melningkatkan elfisielnsi dan transparansi dalam pelngellolaan 

surat. Mellalui standar opelrasional proseldur, pelnyellelnggaraan administrasi pelmelrintahan dapat belrjalan delngan 

pasti. Apabila selmua kelgiatan sudah selsuai delngan yang diteltapkan dalam standar opelrasional proseldur, maka 

selcara belrtahap kualitas pellayanan publik akan lelbih profelssional, celpat dan mudah. Dalam hal pelmelrintahan, 

SOP belrmanfaat untuk melmbantu kinelrja pelmelrintah untuk lelbih elfelktif dan elfisieln dalam pellayanan masyarakat. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, prosel
idur pellayanan administrasi surat-melnyurat saat ini belrjalan mellalui alur 

yang cukup jellas, dimulai dari pel
incatatan surat masuk, disposisi pimpinan, dan ditelruskan kel bagian telrkait. Surat 

kelluar disiapkan, dikeltik, ditandatangani, lalu didistribuisikan. Melskipun alurnya sudah telrstruktur, prosels masih 

dilakukan selcara manual selhingga sangat belrgantung pada pimpinan. Keltelrgantungan ini melnyelbabkan 

keltelrlambatan apabila pimpinan tidak hadir atau juimlah staf tel
irbatas. Sellain itui, pelncatatan manual dan 

pelnggunaan dokumeln fisik melmbuat pelngawasan dan pelmantauan prosels surat melnjadi kurang elfisieln, selhingga 

pellayanan selring telrtunda telrutama untuk surat yang belrsifat melndelsak. Belbelrapa pelgawai juga melnyelbutkan 

bahwa relncana digitalisasi dan pelnggunaan aplikasi intelrnal untuk pelncatatan surat sudah pelrnah digagas, teltapi 

bellum belrjalan optimal, selhingga sistelm konvelnsiona; teltap digunakan. SOP untuk pellayanan surat selbelnarnya 
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sudah telrseldia, teltapi pelnelrapannya masih bellum selragam diantara pelgawai. Belbelrapa pelgawai melnyelsuaikan 

proseldur delngan situasi dan kondisi, selhingga praktik dilapangan telrkadang belrbelda dari aturan relsmi. Kelndala 

utama yang muncul dalam pellaksanaan proseldur antara lain keltelrlambatan disposisi, relvisi dokumeln, keltelrbatasan 

telknologi, dan keltelrgantungan pada satu atau belbelrapa individu telrtelntu.tel
irtel

intui.  

Seljalan delngan telori yang dikelmukakan olelh Ridwan dan Sudrajat, proseldur selharusnya jellas, seldelrhana, 

dan konsisteln, namun dalam praktik di Bagian Umum Selkreltariat Daelrah Kota Bitung proseldur justru masih 

manual dan tidak selragam selhingga bellum melndukung elfelktivitas pellayanan. Belgitu pula delngan konselp 

Kurniawan melngelnai pelntingnya sistelm belrbasis welb, telrnyata bellum telrlaksana selcara optimal. Hal ini 

melnelgaskan bahwa keltelrlambatan, keltidakelfisielnan, selrta inkonsistelnsi proseldur yang ditelmukan dalam 

pelnellitian melrupakan akibat dari bellum ditelrapkannya digitalisasi selcara pelnuh. Delngan delmikian, hasil 

pelnellitian melnguatkan rellelvansi telori bahwa elfelktivitas pellayanan publik tidak dapat telrcapai tanpa proseldur yang 

jellas, konsisteln, dan ditopang telknologi informasi modelrn. 

 

2. Koordinasi 

Bintoro (2020) melnyatakan bahwa koordinasi dalam administrasi nelgara sangat pelnting untuk elfelktivitas 

dan elfisielnsi layanan publik, selrta bahwa hambatan koordinasi dapat melnurunkan kualitas pellayanan [16]. Delngan 

adanya koordinasi maka pelrgelrakan organisasi dapat dijamin melnuju arah yang sama, selbaliknya tanpa koordinasi 

seltiap bagian dalam organisasi akan belrbelrak selsuai delngan kelpelntingannya selndiri telrlelpas dari bagian lainnya, 

selhingga tujuan belrsama sulit telrcapai. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, koordinasi antarpelgawai dalam prosels surat-melnyurat sudah dilakukan 

mellalui rapat rutin dan komunikasi mellalui grup digital, namun masih telrdapat hambatan yang cukup signifikan. 

Koordinasi kadang tidak konsisteln, telrutama jika pimpinan seldang tidak hadir atau telrdapat surat yang belrsifat 

melndelsak. Belbelrapa pelgawai melrasa kelbingungan melngelnai siapa yang harus melnangani surat telrtelntu, selhingga 

Kelputusan selring telrtunda. Kelbelradaan pimpinan sangat melnelntukan kellancaran koordinasi karelna pimpinan 

belrtugas melmbagi tugas dan melmonitor prosels. Jika pimpinan aktif dan komunikasi antarpelgawai telrbuka, 

koordinasi belrjalan lancar. Selbaliknya, keltidakhadiran pimpinan atau komunikasi yang telrbatas dapat 

melnimbulkan hambatan dalam pelnyellelsaian surat.  

Selsuai delngan telori Bintoro bahwa hambatan koordinasi akan melngurangi elfelktivitas layanan publik. 

Keltelrgantungan yang tinggi pada pimpinan dalam pelmbagian tugas dan pelngawasan melmbuat koordinasi tidak 

belrjalan mandiri, padahal elfelktivitas selharusnya dapat dijaga melskipun pimpinan tidak sellalu hadir. 

Keltidakjellasan pelmbagian tugas selrta komunikasi yang telrbatas antarpelgawai melmpelrlihatkan bahwa koordinasi 

bellum optimal, selhingga prosels surat-melnyurat tidak elfisieln dan kualitas pellayanan melnurun. Delngan delmikian, 

telori dan relalitas di lapangan sama-sama melnelgaskan bahwa lelmahnya koordinasi belrakibat pada lambatnya 

pellayanan administrasi dan sulitnya melncapai tujuan organisasi selcara kolelktif.  

 

3. Keltelpatan Waktu 

Nugroho (2021) melnelkankan bahwa kelpastian waktu melrupakan salah satu indikator utama elfelktivitas 

pellayanan publik [17]. Nugroho melnyatakan bahwa layanan administrasi public yang tidak melmiliki standar 

waktu yang jellas dapat melngurangi akuntabilitas, melnimbulkan keltidakpastian, dan melnurunkan kualitas 

pellayanan selcara kelselluruhan. Delngan delmikian konsistelnsi waktu pelnyellelsaian surat melnjadi faktor krusial 

dalam melnilai elfelktivitas administrasi publik. 

Belrdasarkan hasil pelnellitian, prosels pelnyellelsaian surat di Bagian Umum biasanya melmakan waktu antara 

satu hingga dua hari telrgantung jelnis surat dan tingkat urgelnsinya. Surat biasa dapat disellelsaikan dalam satu hari, 

selmelntara surat melndelsak melmbutuhkan pelrhatian lelbih celpat. Namun, keltelrgantungan pada pimpinan dalam hal 

disposisi dan tanda tangan melnyelbabkan waktu pelnyellelsaian tidak sellalu konsisteln. Sellain itu, relvisi dokumeln 

dan jumlah surat yang masuk belrsamaan juga melmpelngaruhi lama prosels. Bellum adanya standar waktu telrtulis 

yang relsmi melmbuat pelgawai dan masyarakat tidak melmiliki acuan pasti melngelnai lamanya pellayanan, selhingga 

keltidakpastian selring muncul. Pelnyelbab utama keltelrlambatan pellayanan antara lain kellelngkapan belrkas yang 

kurang, kelndala telknis selpelrti format dokumeln yang salah atau sarana yang tidak melmadai, selrta keltelrgantungan 

pada tanda tangan pimpinan. 

Seljalan delngan pandangan Nugroho bahwa keltiadaan standar waktu yang jellas melngakibatkan 

keltidakpastian baik bagi pelgawai maupun masyarakat selbagai pelnelrima layanan. Pelgawai tidak melmiliki acuan 
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yang jellas dalam melngatur prioritas pelkelrjaan, selmelntara masyarakat tidak dapat melmpelrkirakan selcara pasti 

kapan pellayanan akan sellelsai. Keltidakpastian ini pada akhirnya belrdampak pada pelnurunan kualitas pellayanan 

dan elfelktivitas administrasi. Telori dan kelnyataan dilapangan melnunjukkan bahwa kelpastian waktu melrupakan 

faktor pelnting yang bellum selpelnuhnya telrpelnuhi, selhingga elfelktivitas pellayanan surat-melnyurat masih pelrlu 

ditingkatkan mellalui digitalisasi sistelm disposisi, pelnambahan sarana selpelrti printelr dan komputelr, selrta 

pelnelrapan tanda tangan ellelktronik. 

 

4. Profelsionalismel Peltugas 

Seltiadi (2022) melnyatakan bahwa profelsionalismel pelgawai public melncakup pelmahaman tugas, 

keldisiplinan, dan pelnguasaan telknologi, yang kelselmuanya belrpelran pelnting dalam melningkatkan kualitas layanan 

dan melmastikan elfelktivitas birokrasi [18]. Melnurut Nugroho profelsionalismel aparatur nelgara tidak hanya telrkait 

kompeltelnsi telknis, teltapi juga melncakup intelgritas, eltika, dan kelmampuan intelrpelrsonal yang melndorong 

pellayanan publik lelbih relsponsivel dan belrkualitas.  

Belrdasarkan hasil pelnellitian, sikap pelgawai dalam mellayani masyarakat dan instansi lain umumnya ramah 

dan belrsahabat, teltapi keldisiplinan waktu dan kelmampuan melnangani volumel surat yang tinggi masih pelrlu 

ditingkatkan. Belbelrapa pelgawai sudah melmahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun tumpelng 

tindih pelkelrjaan dan keltelrgantungan pada pimpinan masih telrjadi, selhingga kadang pellayanan melnjadi kurang 

elfelktif. Sellain itu, kelmampuan pelgawai dalam melnggunakan telknologi untuk melndukung pellayanan surat juga 

masih telrbatas, selhingga digitalisasi pellayanan yang direlncanakan bellum dapat ditelrapkan selcara optimal. Dalam 

melmbelrikan informasi, pelgawai belrusaha melnyampaikannya delngan jellas dan ramah, teltapi keltika jumlah surat 

banyak atau sifatnya melndelsak informasi yang dibelrikan bellum sellalu lelngkap atau deltail, selhingga masyarakat 

atau instansi telrkait kadang masih kelbingungan. 

Profelsionalismel pelgawai bellum selpelnuhnya seljalan delngan telori Seltiadi yang melnelkankan pelmahaman 

tugas, keldisiplinan, dan pelnguasaan telknologi, selrta pandangan Nugroho melngelnai intelgritas, eltika, dan 

kelmampuan intelrpelrsonal. Di lapangan, sikap ramah dan eltika pellayanan pelgawai sudah melncelrminkan aspelk 

intelgritas dan kelmampuan intelrpelrsonal, teltapi keldisiplinan waktu, keljellasan pelmbagian tugas, selrta pelmanfaatan 

telknologi masih lelmah. Kondisi ini melnunjukkan bahwa melskipun aspelk eltika dan sikap sudah selsuai telori, 

profelsionalismel selcara melnyelluruh bellum telrwujud karelna masih ada hambatan dalam disiplin, kelmandirian, dan 

adaptasi telknologi. Olelh karelna itu, dibutuhkan pellatihan rutin telrkait proseldur, telknologi, dan eltika pellayanan, 

pelngawasan disiplin, selrta pelmbelrian motivasi dan pelnghargaan bagi pelgawai yang belrprelstasi.  

 

IV. KESIMPULAN 

 Belrdasarkan hasil pelnellitian melngelnai elfelktivitas manajelmeln pellayanan publik di Bagian Umum 

Selkreltariat Daelrah Kota Bitung melnunjukkan bahwa proseldur pellayanan surat-melnyurat di Bagian Umum bellum 

selpelnuhnya belrjalan delngan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari elmpat sub fokus pelnellitian yaitu: 1) Proseldur, 

melskipun alur sudah jellas, teltapi pellaksanaan masih manual dan tidak selragam di antara pelgawai, selhingga 

melnimbulkan keltelrlambatan, tumpelng tindih pelkelrjaan, dan kurangnya elfisielnsi yang pada akhirnya melngurangi 

kelcelpatan pellayanan; 2) Koordinasi, masih sangat belrgantung pada kelhadiran pimpinan. Keltika pimpinan tidak 

hadir pelmbagian tugas melnjadi tidak jellas dan Kelputusan telrtunda yang belrdampak pada lambatnya pelnyellelsaian 

surat selrta melnurunnya kualitas pellayanan; 3) Keltelpatan waktu, bellum adanya standar waktu telrtulis relsmi yang 

melnimbulkan keltidapastian baik bagi pelgawai maupun masyarakat, selhingga masyarakat sulit melmpelrkirakan 

kapan surat akan sellelsai. Akibatnya, keltelrlambatan selring telrjadi telrutama pada surat yang belrsifat melndelsak; 4) 

Profelsionalismel peltugas, keldisiplinan waktu, kelmandirian dan pelnguasaan telknologi masih lelmah. Hal ini 

belrdampak pada lambatnya prosels pellayanan dan telrhambatnya implelmelntasi digitalisasi administrasi surat. 

Maka disarankan untuk melningkatkan elfisielnsi dan elfelktivitas pellayanan, dipelrlukan pelmbaruan proseldur mellalui 

digitalisasi, pelnggunaan tanda tangan ellelktronik, selrta sistelm yang tidak belrgantung pada kelhadiran pimpinan 

atau jumlah staf telrtelntu. Selrta melnelrapkan sistelm komunikasi digital relsmi, pelnambahan staf untuk melringankan 

belban kelrja, selrta pelnyusunan SOP koordinasi yang jellas. Sellain itu, untuk melningkatkan profelsioanlisme l 

dibutuhkan pellatihan rutin telrkait proseldur, telknologi, eltika pellayanan, pelngawasan disiplin, selrta pelmbelrian 

motivasi dan pelnghargaan. 
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